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Abstrak

Perbankan dengan prinsip syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan
mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan
perbankan serta bisnis-bisnis terkait. Dengan demikian, perbankan berdasarkan prinsip syariah
sebenarnya, bank-bank yang mendasari produk-produknya dan pel aksanaannyakepada Hukum | slam.
Pendekatan masal ah dalam penulisan ini adalah pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan dengan
caramenelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa perjanjian Al-Mudharabah yang dilaksanakan pada dasarnya terlebih dahulu
melakukan analisis terhadap kemampuan nasabah atau debitur dalam mengel ola usahanya sehingga
disimpulkan layak (fisible), dapat menghasilkan hasil usaha, yang bertujuan untuk membayar
kewajibannya. Dalam hal perjanjian Al-Mudharabah, ia mengacu pada prinsip pokok syarat sahnya
perjanjian dalam pasal 1320 KUHPerdata serta Mukallaf yaitu orang yang mampu bertindak secara
hukum, seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan asas Prudential Banking
Principle terhadap proteksi pengamanan dana bank.
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|.PENDAHULUAN

Eksistens perbankan dalam kehidupan ekonomi moderntidak dapat ditawar-tawar lagi.
Meld ui jasakeuangan inilah danayang ada padamasyarakat disalurkan ke dalam kegiatan-
kegiatan produktif sehinggapertumbuhan ekonomi dapat terwujud. Oleh karenaitu lembaga
perbankan mempunyai posis strategis sebagal lembagaintermidias (intermediaryinstitution),
yaitu suatu lembagayang mengerahkan danadari masyarakat dan menyal urkan kembali dana
danatersebut kepadamasyarakat yang membutuhkannyadalam bentuk fasilitas pembiayaan,
dan merupakan unsur pokok dari sstem pembayaran. (Sutan Remy Sahdeini, 2005:1)

Perkembangan duniaperbankan di Indonesiasebel um tehun 1992 murni didominas
oleh bank-bank konvensionad, di manadalam menja ankan kegiatan operas onalnya perbankan
konvensional lebih mengandalkan simpanan atau kredit berdasarkan kepada “bunga”. Memang
diakui peran perbankan nasional telah mampu memenuhi kebutuhan manusiadan aktivitas
perbankan sebagal wahanabagi masyarakat modern untuk membawamerekakepadakegiatan
tolong-menol ong dan menghindari adanyadana-danamenganggur.

L ahirnya perbankan berdasarkan prinsip syariah di tengah-tengah industri perbankan
konvensional adalah untuk menawarkan sistem perbankan alternatif bagi masyarakat yang
membutuhkan layanan jasa perbankan tanpa harus khawatir atas persoalan “bunga”. Perbankan
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dengan pring p syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromos kan dan mengembangkan
penerapan prinsip-prinsip Idam dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan
sertabisnis-bisnisterkait. Perbankan berdasarkan prins p syariah sebenarnyabank-bank yang
mendasari produk-produknya dan pelaksanaannya kepada Hukum Islam (Al Qur’an dan As
Sunnah).

Abdulkadir Muhammad menyatakan, sebaga badan usahadi bidang jasakeuangan, bank bukanlah
sembarang badan usaha, mda nkan yang secarahukum memiliki satusyang kuat dengan kekayaan
sendiri yang mampu melayani kebutuhan masyarakat sehinggadipercayaoleh masyarakat.
(Abdulkadir Muhammad, 2006:209). Dengan pendekatan fungsional tersebut dalam Pasal 1
angka(2) Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7
Tahun 1992 tentang Perbankan, didefinisikan: “bank adalah badan usaha yang menghimpun dana
masyarakat daam bentuk s mpanan dan menya urkannyakepadamasyarakat dalam bentuk kredit
dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Diberlakukannya sistem bungapadabank konvensional atas seluruh transaksi yang
dilakukan oleh duniaperbankan membuat peran positifnyabergeser dan berbaik menghancurkan
sendi-sendi kehidupan manusia. Abul A’la al-Maududi dalam bukunya Riba yang dikutip
Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan, bahwa institusi bunga merupakan sumber bahaya dan
ke ahatan, bungaakan menyengsarakan dan menghancurkan masyarakat melaui pengaruhnya
terhadap karakter manusia (Muhammad Syafi’i Antonio, 2005:77). Di samping itu, secara
sosid, ingtitus bungamerusak semangat berkhidmat dan ta’awun (tolong-menolong) kepada
masyarakat, karenaorang akan enggan berbuat apapun kecuali memberi keuntungan baginya.

Perbankan berdasarkan prinsip syariah dalam operasi ona nyatetap mengadopsi pola
pengoperasian dan prosedur dari bank konvensional, selamahal tersebut tidak bertentangan
dengan prind psyariah. Jikaterdapat pol apengoperasian yang bertentangan dengan pring p syariah,
maka perbankan berdasarkan pring p syariah akan membentuk prosedur pengoperasantersendiri
gunamenyesual kan aktivitas perbankan mereka. Untuk itu, perbankan berdasarkan prinsip syariah
membentuk Dewan Pengurus Syariah yang berfungs untuk memberikan masukan (advise) kepada
perbankan berdasarkan prins p syariah gunamemeastikan bahwabank tidak terlibat daam unsur-
unsur yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Iam. Jadi tujuan utamadari pendirian bank
syariah adalah sebagal upaya kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan
ekonominya berlandaskan prinsip-prinsip ajaran Islam (al-Qur’an dan as-Sunnah). Titik awal
gagasan pendirian bank-bank syari’ah di berbagai negara dengan berdirinya IDB (Islamic
Deve opment Bank) yang telah memotivasi negaraldam untuk mendirikan bank. Kemudian
padaakhir priode 1970-an dan awa dekade 1980-an bank-bank syariah bermunculan di Mesir,
Sudan, negara-negara T uk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, sertaTurki. Berkembangnya
bank-bank syariah di negara-negaraldam berpengaruh kelndonesia.

Di Indonesarintisan praktek perbankan syariah dimula padaawa tahun 1980-an, sebagai
proses pencarian aternatif sistem perbankan yang diwarnai oleh prinsip-prinsip transparans,
berkeadilan, se mbang, dan beretika. Baru padatahun 1992 berdiri PT. Bank Muamdat Indonesia
(BMI) yangmulai beroperasi padatangga 1 Mei 1992. Selain BMI, pionir perbankan syariah
yang lain adalah Bank Perkreditran Rakyat (BPR) DanaMardhatillah dan BPR BerkahAmal
Sgahterayang didirikan padatahun 1991 di Bandung, yang diprakarsai oleh Institutefor Sharia
Economic Development (ISED). (Muhammad Syafi’i Antonio, 2005:21).

Eksstens perbankan syariah sebagal sebuah dternatif daam perjaanannyadari waktu
kewaktu terbukti mampu bersaing dengan perbankan konvensiona. Menurut A. RiawanAmin,
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KetuaAsosiasi Bank Syari’ah Indonesia (Asbisindo) bahwa krisis finansial global tentu menyulitkan,

tetgpl hikmahnyamerupakan pembuktian betapas tem ekonomi ribawi merusak sektor finangd.

Bank syari’ah berbisnis di sektor riil yang insya Allah tidak secara langsung terkena imbas, sehingga

prospek bank syari’ah tahun 2009 tetap cerah. (A. Riawan Amin, 2009:3).

Secarayuridisformal 1ahirnyaUndang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan tel ah memberi peluang yang
sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syari’ah di Indonesia, karena undang-undang tersebut
menjadi payung hukum untuk memungkinkan bank beroperas sepenuhnyasecarasyariah atau
dengan membukacabang khusussyariah (http://mww.syari’ah) Namun auran mengena perbankan
syariah di dalam Undang-Undang tersebut bel um spesifik, sehinggakemudian lahirlah Undang-
Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang diundangkan tangga 16 Juli 2008.

Pasal 19 huruf (b) dan (c) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan
Syari’ah dinyatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah adalah:

b) menghimpun danadalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan atau bentuk lainnya
yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak
bertentangan dengan pringp syariah;

¢) menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad mudharabah, Akad musyarakah,
atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsp syariah;

Pada penjelasan Pasal 19 huruf (b) dan (¢) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang
Perbankan Syari’ah diterangkan bahwa:
Huruf (b):
Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam menghimpun dana adalah Akad kerja sama
antara pihak pertama (malik, shahibul mal, atau nasabah) sebagai pemilik dana dan pihak
kedua (‘amil, mudharib, atau Bank Syari’ah) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan
membagi keuntungan usahasesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad.
Huruf (c):
Yang dimaksud dengan “Akad mudharabah” dalam pembiayaan adalah Akad kerja sama suatu
usahaantarapihak pertama(malik, shahibul mal, atau Bank Syari’ah) yang menyediakan seluruh
modal dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau nasabah) yang bertindak selaku pengeloladana
dengan membagi keuntungan usahasesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam Akad,
sedangkan kerugian ditanggung sepenuhnya oleh Bank Syari’ah kecuali jika pihak kedua
mel akukan kesal ahanyang disengg g, ldlai, atau menya ahi perjanjian.

Pasd 19 huruf (b) dan (c) besertapenjelasannyatersebut dapat difahami bahwaaplikas
mudharabah dalam perbankan syariah diimplementasikan pada produk-produk pembiayaan
dan pendanaan. Padasisi pembiayaan, mudhar abah diterapkan pada:

a pembiayaan modal kerja, seperti modd kerjaperdagangandanjasa;

b. investas khusus, disebut jugamudharabah mugayyadah, di manasumber danakhusus
dengan penya uran yang khusus dengan syarat-syarat yang tel ah ditetapkan oleh shahibul
maal (Muhammad Syafi’i Antonio, 2005:97).

Berdasarkan ha di ataskiranyacukup penting untuk mengetahui bagaimanaperjanjian
pembiayaan Al-Mudharabah dengan prisip Syariah.

I[I.METODE PENELITIAN
Pendlitian ini menggunakan pendekatan yuridisnormatif, yaitu dengan caramempe gan,
mengkgji, dan menginterprestas bahan-bahan hukum yang adaddam literatur-literatur, Peraturan
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Perundang-Undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perjanjian pembiayaan
Al- Mudharabah dd am lembagaperbankan dengan pring p syariah sehinggadiperoleh gambaran
mengena aspek hukumnya. Datayang digunakan daam penditian ini adalah datasekunder dan
selanjutnyadilakukan andisasecarakudlitatif

[11.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bank Berdasarkan Pringp Syariah

Prinsip Syariah diatur dalam Pasal 1 ayat (13) UU Perbankan, menurut ketentuan Pasal
tersebut, pring p syariah ada ah aturan perjanjian berdasarkan hukum Idam antarabank dengan
pihak lain untuk penyimpanan danadan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya
yang dinyatakan sesua dengan syariah, antaralain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil
(mudharabah), pembiayan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsipjud
beli barang dengan memperol eh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal
berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pemindahan
kepemilikan atas barang yang disewadari pihak bank oleh pihak lain (ijarahwaiqtina).

Menurut ketentuan UU Perbankan, baik Bank Umum maupun Bank Perkreditan Rakyat

(BPR) boleh menerapkan pring p syariah dalam menja ankan usahadi bidang jasa perbankan.
Apabilanasabah menyimpan danaatau penerimakredit ingin mengunakan pring p syariah seperti
yang telah ditentukan di atas, makaantarabank dan nasabah yang bersangkutan dibuat perjanjian
tertulisyang memuat aturan perjanjian yang berdasarkan Hukum Ilam.

Pring p-pringp dalam bank yang menerapkan Prinsip Syariah, antaralain:
1. PrindgpBagi Hasl (Mudharabah)

Dadam perjanjian pringp bagi hasil, Bank bersediamembiayal sepenuhnyausahayangdikelola
oleh pengusaha, dan pengusahatersebut setuju mengd olausahayang dibiayai itu, dan hasiinya
dibagi sesuai dengan perjanjian. Bank yang membiayal usahaitutidak ikut mengel olausaha
tersebut tetapi boleh menggjukan usul dan pengawasan. Bilausahatersebut menga ami kerugian,
makasepenuhnyamenjadi tanggungan Bank, kecudi jikakerugianitu karenapenya ahgunaan
atau penyd ewengan.

2. Prinsip Penyertaan Modal ( Musharakah)

Bank bekerjasamadengan nasabah pengusahauntuk membiayal suatu usaha. Bank berfungs
sebagal penyediadanasekaligus sebagai mitrausahanasabah pengusaha. Apabilausaha
tersebut memperol eh keuntungan, makakeuntungan tersebut dibagi sesua dengan kesepakatan
antaraBank dengan nasabah pengusaha, yang tidak harus samadengan bagian moda masin-
masing pihak. Sebaliknya, apabilausahatersebut mengalami kerugian, makapembagian
kerugian dilakukan sesuai dengan bagian modal masing-masing. Prinsip musharakah
merupakan konsep dasar Bank Syariah.

3. PringpJua Bdi Memperoleh Keuntungan (Murabahah)

Bank mengadakan perjanjian jua beli suatu barang dengan nasabah atau pihak lain. Dalam
perjanjian tersebut disepakati bahwahargabarang adal ah sebesar hargapokok ditambah
dengan keuntungan. Daam perjanjian jugadisepakati carapembayaran dil akukan sekaigus.

4. Pringp SewaMurni TanpaPilihan (ljarah)

Bank sebagal pemilik barang mengadakan perjanjian sswadengan pihak lain sebaga penyewa.
Daam perjanjian sewadisepakati bahwa penyewamemanfaatkan barang tersebut dengan
membayar sawasesua dengan kesepakatan. Setelah masasawaberakhir, barangyang disewa
itu dikembalikan kepadaBank sebagai pemilik.
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5. Prinsp SewaMurni Dengan Pilihan (ljarahWalqtina)

Bank sebaga pemilik barang mengadakan perjanjian sawadengan pihak lain sebagal penyewa
Daam perjanjian sewadisepakati bahwa penyewamemanfaatkan barang tersebut dengan
membayar sewasesual dengan kesepakatan. Setel ah masasawaberakhir, disepakati bahwa
barang yang disewa dikembalikan kepada pihak Bank sebagai pemilik atau boleh juga
berpindah kepemilikannyakepadapihak penyewa. (Abdulkadir Muhammad, 2004:45).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui beberapa prinsip yang ada pada
Lembaga Perbankan yang menerapkan Prinsip Syariah baik pada Bank Umum maupun pada
Bank Perkreditan Rakyat (BPR), antaralain: Pringp bagi has (Mudharabah), pringp penyertaan
modal (Musharakah), prinsip jua beli memperol eh keuntungan (Murabahah), prinsip sewa
murni tanpapilihan (Ijarah), pringp sswamurni dengan pilihan (IjaranWa lqtina).

Pengertian Umumdari Pringp Al-Mudhar abah

Mudhar abah adal ah suatu jenistransaks musyarakah, di manapihak yang bersyirkah
add ah pemilik dana(Shahibul Maal) dan pemilik tenaga(Mudharib). Pengertian Al-Mudharabah
secaraumum adal ah perjanjian di manasal ah satu pihak menanamkan modal dan pihak lain
memperdagangkannya, dengan pengertian bahwamerekananti berbagi ataslabayang diperoleh
berdasarkan suatu rasio yang disepakati, dan semuakerugian yang diakibatkan ol eh kegiatan
perdagangan yang wajar ditanggung oleh pemoda.

Adapun rukun dari Al-Mudharabah adalah: 1. Pemilik Modal (Shahibul Maal), 2.
Pemilik Usaha (Mudharib), 3. Proyek atau Usaha (Amal), 4. Modal (Ra’sul Maal), 5. ljab
Qabul (Sghat), 6. Nisbah (bagi hasil) (Sunarto Zulkifli, 2003:55). Dengan demikian
Mudharabah dapat dikatakan bukan sgakontrak antaraduapihak, di manasatu pihak (investor)
mempercayakan uangnya padapihak keduauntuk tujuan menja ankan usaha sedangkan pihak
kedua(Mudharib) hanyamenyumbangkan tenagadan waktunyauntuk mengel olausahatersebut,
tapi yang utamaadal ah dal am perjanjian Al-Mudharabah ini keuntungan jikaadaakan dibagi
antarainvestor dengan Mudharib, tetapi kerugian jikaadaakan ditanggung sendiri olehinvestor.
Dalam perjanjian Al-Mudharabah rukun M udharabah harus diperhatikan karenakeberl akukan
rukun tersebut didasarkan pada prinsip syariah di manahal tersebut dilakukan agar tidak akan
terjadi masal ah padamasayang akan datang. Oleh karenaitu, dalam perbankan diberlakukan
prins p kehati-hatian (prudential principle).

Perjanjian Al-Mudharabah ber dasarkan Prinsip Syariah

Secara umum perjanjian diatur dalam KUHPdt Buku 111 tentang Perikatan yang
memberikan definis tentang perjanjian yang menggunakan katapersetujuan, yaitu terdgpat daam
Pasal 1313 KUHPdt yang menyatakan bahwa suatu perbuatan dengan manasatu orang atau
|ebih mengikatkan dirinyaterhadap satu orang atau lebih lainnya.
Rumusan perjanjianyang terdapat dalam Pasal 1313 KUHPdt mengandung kel emahan. Bebergpa
kelemahan tersebut adalah: (Abdul Kadir Muhammad, 1993:224).
1. Hanyamenyangkut sepihak sgja.
2. Kataperbuatan mencakup jugatandakonsensus.
3. Pengertianperjanjianterlduluas.
4. Tanpamenyebut tujuan.

Berdasarkan keterangan di atas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut;
yaitu perjanjian ada ah suatu persetuj uan dengan manaduaorang atau | ebih saling mengikatkan
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diri untuk melaksanakan satu ha mengena hartakekayaan. Makaapabiladiperinci lagi perjanjian
tersebut mengandung unsur-unsur sebaga berikut:

1. Adapihak-pihak, sedikit-sedikitnyaduaorang (subjek);

2. Adapersetujuan antara pihak-pihak (konsensus);

3. Adaobjek yang berupabenda;

4. Adatujuan bersifat kebendaan (mengenai hartakekayaan); dan

5. Adabentuk tertentu, lisan atau tulisan.

Perjanjian yang sah add ah perjanjian yang memenuhi syarat-syara yang telah ditetapkan
oleh Undang-Undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberikan akibat hukum (Legal Conclude
Contract). Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPdt syarat-syarat sah perjanjian adalah:

1. Adapersetujuan kehendak antarapihak-pihak yang membuat perjanjian (konsensus);
2. Adakecakapan pihak-pihak yang membuat perjanjian (capacity);

3. Adasuatu hal tertentu (objek); dan

4. Adasebab yang halal (causa).

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum.
Wealaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Sdagi pihak-pihak mengakui dan memenuhi
perjanjian yang merekabuat, kendati pun tidak memenuhi syarat-syarat, perjanjianitu berlaku
antara mereka. Apabila sampal pada suatu ketika ada pihak yang mengakuinya, sehingga
menimbulkan sengketa, makahakim akan membata kan atau menyatakan perjanjianitu batal .
Para Ahli Hukum Islam memberikan pengertian dari perjanjian (akad) sebagai “pertalian antara
ljab dan Kabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menimbulkan akibat hukum tehadap objeknya”.
Sedangkan pengertian perjanjian menurut Subekti adalah “suatu peristiwa dimana seorang berjanyji
kepada seorang yang lain atau dimanaduaorang itu saling berjanji untuk mel aksanakan sesuatu
hal”. Adapun subyek dari perjanjian atau akad add ah:

1. Manusiapribadi
2. Badan Hukum (GemalaDewi, dkk, 2006:55)
Manusia Pribadi sebagai Subyek Perjanjian

Manusiapribadi sebagai subjek Hukum Perikatan atau Perjanjian adalah pihak yang
sudah dapat dibebani hukum yang disebut mukallaf. Mukallaf adalah orang yang mampu
bertindak secarahukum, baik yang berhubungan dengan Tuhan maupun daam kehidupan sosid.
Dari uraian diatasterdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai mukallaf yaitu:

a.  Baligh. Ukuran baligh seseorang adal ah telah bermimpi (ihtilam) bagi laki-laki dan
telah haid bagi perempuan. Baigh jugadapat diukur dari usiaseseorang, seperti yang tercantum
daam Hadist yaitu 15 tahun.

b. Beraka sehat. Seseorang yang mel akukan perikatan harusmemiliki akal yang

sehat. Dengan akal yang sehat, iaakan memahami segal aperbuatan hukum

yang dilakukan dan akibat hukum terhadap dirinyasendiri maupun orang lain.
Selain hal tersebut diatas, dalam kaitannyadengan subjek perikatan atau perjanjian terdapat tiga
hal yang harusdiperhatikan, yaitu ahliyah (kecakapan), wilayah (kewenangan), dan wakalah
(perwakilan).
1. Ahliyah (kecakapan), yaitu kecakgpan seseorang untuk memiliki hak dan dikenai kewajiban

atasnyadan kecakapan melakukan tasharruf. Ahliyah terbagi atasduamacam yaitu:

a. Ahliyah wujud adal ah kecakapan untuk memiliki suatu hak kebendaan.

Manusiadapat memiliki hak sgjak dalam kandungan untuk hak tertentu,
yaitu hak waris. Hak ini akan selalu adaselamamanusiahidup.
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b.Ahliyah ada’ adal ah kecakapan memiliki tasharruf yang dikenal tanggung jawab atau
kewagjiban, baik berupahak Allah SWT. Atau hak manusia. Ahliyah ada’ terbagi atas dua
macam berikutini :
1) Ahliyah ada’ al nagishah, yaitu kecakapan bertindak yang tidak sempurna
yang terdapat pada mu-mayyis dan berakal sehat. ladapat tasharruf tetapi
tidak cakap melakukan akad.
2) Ahliyah ada’ al kamilah, yaitu kecakapan bertindak yang sempurnayang
terdapat pada agil baligh dan berakal sehat. ladapat ber-tasharruf dan
cakap untuk melakukan akad.

2.Wilayah (kewenangan), yaitu kekuasaan hukum yang pemiliknyadapat ber-tasharruf dan
mel akukan akad dan menunai kan segal aakibat hukum yang ditimbulkan. Syarat seseorang
untuk mendapatkan wilayah akad adal ah orang yang cakap ber-tasharruf secarasempurna
Sedangkan orang yang kecakapan bertindaknyatidak sempurnatidak memiliki wilayah,
bai k untuk dirinyasendiri ataupun orang lain untuk melakukan tasharruf.

3. Wakalah (perwakilan), yaitu pengdihan kewenangan periha hartadan perbuatan tertentu dari
seseorang kepada orang lain untuk mengambil tindakan tertentu dalam hidupnya. Dalam
wakalah ini, wakil dan muwakil (yang diwakili) harus memiliki kecakapan ber-tasharruf
yang sempurnadan dil aksanakan daam bentuk akad berupaijab dan gabul. Dengan demikian,
harusje asobjek dan tujuan akad. Biasanya, wakil memiliki hak untuk mendapatkan upah.

Badan Hukum sebagai Subyek Perjanjian

Badan hukum adalah badan yang dianggap dapat bertindak dalam hukum dan yang
mempunyal hak-hak, kewsgjiban-kewgjiban, dan perhubungan hukum terhadap oranglain
atau badan lain. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang terpisah dari perseorangan.
Dengan demikian, meskipun pengurus badan hukum berganti-ganti, iatetap memiliki
kekayaan sendiri.

Dari keterangan di atas makadapat terlihat bahwada am mel akukan suatu perjanjian
tidak sgjamanusiasebaga subjek hukum tapi bisajugaBadan Hukum. Dimanaapabilamanusia
iaharus sudah dapat dibebani hukum sedangkan gpabilaBadan Hukum harusbadan yang dianggap
dapat bertindak dalam hukum agar dikemudian hari tidak terjadi hal-ha yangtidak diinginkan.

Sedangkan objek dari perikatan atau perjanjian adalah (GemaaDewi, 2006:60).

1. Objek perikatan telah ada ketikaakad dilangsungkan

2. Objek perikatan dibenarkan oleh syariah

3. Objek perikatan harusjelasdan dikendi

4. Objek dapat diserahterimakan

Pengertian Al-Mudharabah berdasarkan prinsip syariah ada ah perjanjian bagi hasil
atau disebut juga Syirkah Mudharabah atau Qirah, yaitu berupa kemitraan terbatas adal ah
perseroan antaratenagadan harta, seseorang (pihak pertamalsuplier/pemilik modal/mudharib)
memberikan hartanyakepadapihak lain (pihak kedua/pemakai/pengd ola/dharib) yang digunakan
untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwakeuntungan (1aba) yang diperol eh akan dibagi oleh
masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan. Bilaterjadi kerugian makaketentuannya
berdasarkan syara’ bahwakerugian dalam Mudhar abah dibebankan kepada hartadan tidak
dibebankan sedikitpun oleh pengelola, yang bekerja. (GemaaDewi, dkk; 2006:122).

Bentuk Mudharabah dan Mugarhadah keduanya berarti peminjaman uang untuk
keperluan bisnis. Di manaorang Irak menyebut jeniskemitraanini adalah Mudhar abah, yang
berasal dari bahasaArab dardh, yang berarti berjalan diatas atau berpergian dimukabumi.
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Daam bahasa hukum Mudharabah berarti suatu kontrak kerjasama, yang salah satu pihak
(pemilik) berhak mendapatkan bagian keuntungan, karenasebagai pemilik barang (Rabbimal)
dan mitralainnya(Dharib/pengel ol@) berhak memperol eh bagian keuntungan atas pekerjaan
sendiri. sedangkan Orang M adinah menyebut kemitraan ini dengan Muga-radhah (garadh/
giradh), yang berarti pemberian hak atasmodal oleh pemilik modal kepada pemilik modal.
Disebut pinjaman karenapemilik moda telah kehilangan hak untuk menggunakan modanyadan
menyerahkannyakepadapemaka moda (dharib). (GemaaDewi, dkk, 2006:123).

Dadam perjanjian Al-Mudhar abah terdapat duabentuk Mudhar abah yang dapat dilihat
dari segi transaks yang dilakukan oleh pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelolausaha
(mudharib), yaitu Al-Mudharabah Mutlagah dan Al-Mudharabah Mugayyadah. Pada
Mudharabah Mutlagah (mutlak) pengelolayaitu mudharib diberi suatu kebebasan untuk
menge olamoda dengan usahaapasgayang bisamendatangkan keuntungan dan tidak dibatas
padadaerah tertentu, namun bidang usahayang dikel ol atetap tidak bol eh bertentangan dengan
hukum syariah. Pada Mudhar abah Mugayyadah (terbatas), mudharib harus mengikuti syarat-
syarat yang ditetgpkan oleh shahibul maal, seperti barang tertentu, didaerah tertentu, dan membdi
barang padaorang tertentu. Syarat-syarat yang ditentukan oleh shahibul maal jugatidak boleh
bertentangan dengan landasan hukum syariah. Dengan demikian perbadaan utamaantarakeduanya
adal ah terletak padaadaatau tidaknyapembatasan dd am mengel ol ausahayang mengakibatkan
adaatau tidaknya persyaratan yang ditentukan ol eh shahibul maal padamudharib. (Gemala
Dewi, dkk, 2006:128)

Dengan demikian, subjek dalam perjanjian Al-mudharabahini tidak s§jamanusiayang
sudah dapat dibebani hukum tetapi jugaBadan Hukum di manaBadan Hukum ini sendiri harus
Badan Hukum yang mempunyai hak dan kewgjiban serta perhubungan hukum terhadap orang
lain aaupun badan hukumlan. Begitu puladengan objek dari perjanjianitusendiri, ddam perjanjian
objek yang akan diperjanjian harusjelas dan yang paling utamaadal ah harus dibenarkan oleh
Syariah. Dalam perjanjian Al-Mudharabah ini pun terdapat duabentuk Mudhar abah yang harus
diperhatikan karenaantarakeduabentuk Mudharabah ini mempunya perbedaan yang terletak
padaadaatau tidaknya pembatasan. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang
tidak diinginkan padamasayang akan datang.

Syarat Sah Perjanjian Al-Mudharabah berdasarkan Pringp Syariah
Syarat-syarat sah yang harus dipenuhi dalam melakukan Akad Mudharabah sebagai
berikut:
1 Pemodd dan Pengelola
a. Pemoda dan pengel olaharusmampu mel akukan transaks dan sah secarahukum
b. Keduanyaharusmampu bertindak sebagai wakil dan kafil dari masing-masing pihak
c. Adatigakategori tindakan bagi mudharib, yaitu sebagai berikut:

1) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kontrak, yaitu menyangkut
seluruh pekerjaan utamadan sekunder yang diperlukan dalam pengel olaan usaha
berdasarkan kontrak.

2) Tindakan yang berhak dilakukan mudharib berdasarkan kekuasaan perwakilan secara
umum, yaitu tindakan yang tidak ada hubungannya dengan aktifitas utamatapi
membantu melancarkan jaannyausaha

3) Tindakanyang berhak dilakukan mudharib tanpaizin eksplisit dari penyediadana,
mi salnyameminjam atau menggunakan danamudhar abah untuk keperluan pribadi.
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d. Tindakan yang dilakukan shahibul maal dalam mudharabah antara
lain add ahtindakan yang berhubungan dengan pengambilan kebijakanteknis
operasiond, seperti membei danmenjud.

2. Sghat

a. Sghat dianggap tidak sah jikasalah satu pihak menolak syarat-syarat yang digjukan
dalam penawaran, atau salah satu pihak meninggakan tempat berlangsungnyanegosias
kontrak tersebut, sebel um kesepakatan disempurnakan.

b. Kontrak boleh dilakukan secaralisan ataupun secaratertulis dan ditandatangani atau
dapat jugamel aui korespondens dan cara-carakomunikasi modern, seperti faksimile
dan komputer (e-mail) menurut Akademi Figh Idam dari Organisasi 1dam (OK)

3. Modd

a. Harusmemiliki jJumlah danjenisnya(yaitu matauang)

a. Harustuna
Beberapa ulama membol ehkan modal mudharabah berbentuk asset perdagangan,
misanyainventaris. Padawaktu akad, asset tersebut sertabiayayang tel ah terkandung
didalamnya (historical cost) harus dianggap sebaga modal mudharabah. Pengelola
memanfaatkan assetini dalam suatu usahadan berbagi hasil dari usshanyadengan penyedia
asset dan padaakhir masakontrak pengel olaharus mengembalikan asset-asset tersebut.

4. Nisbah keuntungan

a. Harusdibagi untuk keduapihak. Sdah satu pihak tidak diperkenankan mengambil seluruh
keuntungan tanpamembagi kepadapihak lain.

b. Propors keuntungan masing-masing pihak harusdiketahui padawaktu berkontrak, dan
propors tersebut harusdari keuntungan. Misanya, 60 % dari keuntungan untuk pemodal
dan 40 % dari keuntungan pengelola

c. Bilajangkawaktu mudharabah rdatif lama(tigatahun ke atas), makanisbah keuntungan
dapat disepakati untuk ditinjau dari waktu kewaktu.

d. Keduabe ah pihak jugaharus menyepakati biaya-biayaapasgayang ditanggung pemoda
dan biaya-biayaapasgjayang ditanggung pengel ola. Kesepakatan ini penting, karena
biayaakan mempengaruhi nilai keuntungan.

e. Untuk pengakuan keuntungan harusditentukan suatu waktu untuk menilai keuntungan
yang dicapai dalam suatu mudharabah. Menurut Figh Islam OK I, keuntungan dapat
dibayarkan ketikadiakui, dan dimiliki dengan penyertaan atau hanyadapat dibayarkan
padawaktu dibagikan.

f.  Menurut Mazhab Hanafi dan sebagian Mazhab Syafi’i, keuntungan harus diakui
seanda nyakeuntungan usahasudah di peroleh (wa aupun belum dibagikan). Sedangkan
Mazhab Hambali menyebut, bahwakeuntungan hanyadiakui ketikadibagikan secara
tunai kepadakeduabelah pihak.

g. Pembagian keuntungan umumnyadilakukan dengan mengembalikanebih dahulu modal
yang ditanamkan shahibul maal, namun kebanyakan ulamamenyetuj ui bilakeduapihak
sepaka membagi keuntungan tanpamengembaikan moda . Paraulamaberbeda pendapat
tentang keabsahan menahan untung. Bilakeuntungan tel ah dibagikan, setelahitu usaha
mengdami kerugian, sebagian ulamaberpendapat, bahwa penge olaakan dimintamenutup
kerugian tersebut dari keuntungan yang tel ah dibagikan kepadanya.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pemberlakuan syarat sah Perjanjian Al-
Mudhar abah berdasarkan Prind p Syariah dd am rangkaagar Perjanjiantersebut tidak bermasdah
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di manaPerbankan berdasarkan Pring p Syariah diberlakukan dengan prinsip kehati-hatian dan
prins p untuk mengena nasabah yang dil akukan dengan carasurvey lapangan ol eh pihak Bank.
Pengertian Al-Mudhar abah secaraumum ada ah perjanjian dimanasa ah satu pihak menanamkan
modal dan pihak lain memperdagangkannya, dengan pengertian bahwamerekananti berbagi
atas|abayang diperol eh berdasarkan suatu rasio yang disepakati, dan semuakerugian yang
diakibatkan ol eh kegiatan perdagangan yang wajar ditanggung oleh pemoda.

IV.KESIMPULAN

Perjanjian Al-Mudhar abah yang dil aksanakan pada dasarnyaadal ah di mana sebelum
perjanjian dibuat, pihak bank harusterlebih dahulu melakukan analisis terhadap kemampuan
nasabah atau debitur dalam mengel olausahanya sehinggadisimpul kan layak (fisible) dapat
menghasilkan hasi| usaha, yang bertujuan untuk membayar kewgjibannya. Dalam hal perjanjian
Al-Mudhar abah iamengacu padapring p-prins p pokok terhadap syarat-syarat sshnyaperjanjian
sebagal manayang tertuang dalam pasal 1320 KUHPerdatasertaMukallaf yaitu orang yang
mampu bertindak secarahukum seperti baliq dan berakal sehat, dengan tidak mengesampingkan
Asas Prudential Banking Principleterhadap proteksi pengamanan danaBank.
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